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Abstrak

Studi ini menjelaskan permasalahan mengenai permohonan perubahan nama anak pada
Akta Kelahiran. Skripsi ini bertujuan untuk memahami prosedur perubahan nama dan berbagai faktor
yang menyebabkan permohonan perubahan nama. Serta, Untuk menganalisis dasar pertimbangan
hakim dalam penetapan nomor 200/Pdt.P/2025/PN Blt untuk mengabulkan atau menolak
permohonan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris melibatkan
studi tentang latar belakang, kondisi saat ini, dan interaksi lingkungan yang berkaitan dengan objek
yang diteliti. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mempelajari aturan hukum yang berlaku serta
peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris memanfaatkan
data primer sebagai dasar, yang kemudian dipadukan dengan data sekunder yang relevan mengenai
permohonan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran serta teknik pengumpulan data yaitu dengan
metode studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan
analisis kualitatif.

Hasil penelitiaan menunjukan bahwa pertimbangan oleh hakim untuk sianak tersebut sudah
sesuai dengan ketentuan dalam sistem permohonan perubahan nama, beberapa pertimbangan
hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon yang sebelumnya
bernama Hanindhiya Areta Faustine dirubah menjadi bernama Hanindhiya Ayu Almahyra.

Kata kunci : Perubahan Nama, Anak, Identitas

Abstract

This study explains the issues concerning the petition for changing a child’s name on a Birth Certificate.
This thesis aims to understand the procedure for name changes and the various factors that lead to such petitions.
In addition, it seeks to analyze the legal considerations of the judge in Decision Number 200/Pdt.P/2025/PN Bt
in granting or rejecting the petition.

This research uses an empirical juridical method. Empirical juridical research involves the study of the
background, current conditions, and environmental interactions related to the object of study. Empirical legal
research aims to examine the prevailing legal rules as well as legal events that occur in society. Empirical juridical
research utilizes primary data as the main source, which is then combined with relevant secondary data regarding
the petition for changing a child’s name on a Birth Certificate. The data collection techniques used are field studies
and literature studies. The data obtained will be processed using qualitative analysis.

The results of the study indicate that the judge's considerations regarding the child are in accordance
with the provisions governing name change petitions. Several considerations led the judge to accept and grant the
Petitioners’ request to change the child’s name from Hanindhiya Areta Faustine to Hanindhiya Ayu Almahyra.
Keywords: Name Change, Child, Identity
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Negara Indonesia, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, memiliki
kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi serta status
hukum setiap penduduk. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan dokumen kependudukan, salah
satunya adalah akta kelahiran. Akta kelahiran atau akta lahir merupakan bukti adanya kelahiran anak
dari pasangan suami-istri yang sah di mata hukum, dengan adanya akta lahir anak akan lebih mudah
beraktifitas di lingkungan masyarakat seperti ingin masuk sekolah dimana salah satu syaratnya adalah
akta kelahiran.! Keberadaan akta ini sangat penting untuk berbagai keperluan lainnya seperti,
pengurusan dokumen-dokumen, hingga urusan hukum seperti warisan dan adopsi.

Nama adalah identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat
pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identitas seseorang.? Pemberian nama pada bayi baru lahir yang
dilakukan oleh orang tua atau keluarganya merupakan hal mudah, namun bisa menjadi hal yang
penting karena dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Dalam praktiknya, sering kali terjadi
orang tua yang ingin mengganti nama anaknya karena berbagai alasan, salah satunya adalah
kepercayaan bahwa nama yang diberikan sebelumnya membawa dampak negatif, seperti anak
menjadi sakit-sakitan. Pergantian nama secara pribadi tanpa melalui prosedur resmi justru akan
menimbulkan masalah di kemudian hari karena data kependudukan menjadi tidak sinkron.

Proses perubahan nama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan, yang mengharuskan perubahan nama dilakukan melalui
penetapan Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan penetapan, perubahan nama tersebut harus
dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar sah secara hukum.
Meskipun perubahan nama diperbolehkan, tidak semua permohonan akan dikabulkan oleh hakim.
Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk alasan perubahan nama, agar tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji
lebih dalam mengenai prosedur dan pertimbangan hukum dalam kasus perubahan nama anak,
khususnya yang didasari oleh alasan anak sering sakit-sakitan, sebagaimana yang terjadi dalam
Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2025/PN Blt.

A. Tinjauan Pustaka
Ketentuan Dasar Hukum Anak
Dalam perundang-undangan, ada banyak peraturan yang mendefinisikan tentang anak
diantaranya:

a. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan Pasal 47 anka 1
menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaaanya.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1
Angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

B. Pengertian Dan Ketentuan Dasar Hukum Akta Kelahiran
Dalam Undang-Undang dasar 1945 mengakui dengan jelas bahwa hak asasi manusia itu harus
dihargai, dijunjung tinggi, dihormati dan negara menjadi pemangku kewajiban dari pemenuhan
hak-hak asasi tersebut. Dasar hukum bagi pelaksanan Hak Asasi Manusi di negara ini pun sudah
cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum positif yang berlaku, Undang-Undang Dasar 1945
(Pasal 28). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

! Fadillah A, Yatiti N, Herlina N, Arga J, Nurmina S. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama
Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9 (7), 155-172.

2 Liptzin, et al (2022). An evaluation of carbon indicators of soil health in long-term agricultural experiments.
Soil Biology and Biochemistry, hlm. 172.
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Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan berbagai ratifikasi penegak
Hak Asasi Manusia yang sudah diundangkan. Hal itu berarti, dalam Undang-Undang tersebut
secara eksplisit juga menerapkan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia termasuk anak
sebagai warga negara (masyarakat). Hak ini kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5, 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27 serta Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 5.

Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal
27 menyebutkan bahwa:

1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat
terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

2) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan skta
kelahiran.

Ketentuan Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran

Pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

mengatur bahwa:?

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri
tempat pemohon.

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh
Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh
penduduk.

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta
pencatatan sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa “Pencatatan
perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan”, diantaranya:*

Salinan penetapan Pengadilan Negeri
Kutipan Akta Pencatatan Sipi

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Tanda Pendudukan-elektronik (KTP-el)

po oo

Syarat-syarat Akta Kelahiran
syarat-syarat akta kelahiran diatur dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018
tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:>
1. Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
a. Surat keterangan kelahiran
b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
c. Kartu Keluarga (KK)
d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el)

3 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4 Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

> Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
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2. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak
diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita
acara dari kepolisian.

3. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak
diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud dalam ayat (2)
harus memenuhi persyaratan surat pertanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran
dengan 2 (dua) orang saksi.

4. Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. Surat keterangan kelahiran
b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya
c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua
d. Surat keterangan pindah luar negeri.

5. Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) harus
memenuhi persyaratan:

a. Surat keterangan kelahiran
b. Dokumen perjalanan
c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan kasus (case approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh
melalui studi kepustakaan, yang meliputi:
e Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
e Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah isi normatif dari peraturan perundang-
undangan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan terkait permohonan
perubahan nama anak.

PEMBAHASAN
A. Prosedur Permohonan Pergantian Nama Pada Anak dalam Penetapan Nomor
200/Pdt.P/2025/PN BIt.

Pergantian nama seorang anak di Indonesia merupakan peristiwa penting yang harus
dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur resmi agar nama baru tersebut memiliki kekuatan
hukum yang kuat. Prosedur ini diatur melalui proses permohonan kepada Pengadilan Negeri di
wilayah domisili pemohon. Tahapan Permohonan di PengadilanProses dimulai dengan
mengajukan surat permohonan ke Panitera Pengadilan Negeri setempat, dilengkapi dengan
berbagai dokumen persyaratan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi KTP Pemohon, Kartu
Keluarga (KK), Akta Nikah, dan Akta Kelahiran anak yang namanya akan diubah. Jika anak sudah
berusia 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Setelah pengajuan,
proses dilanjutkan ke persidangan. Pemohon harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan
alasan-alasan hukum pergantian nama. Persidangan ini juga mewajibkan kehadiran minimal dua
orang saksi. Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi, serta menimbang bukti-bukti,
hakim akan mempertimbangkan permohonan dan mengeluarkan penetapan. Penting untuk
dicatat bahwa permohonan bisa ditolak jika bukti surat atau keterangan saksi tidak mendukung
dalil-dalil pemohon. Keuntungan mengganti nama saat anak masih kecil adalah perubahan nama
akan otomatis diikuti dengan perubahan pada dokumen administrasi kependudukan lainnya,
seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal ini berbeda jika dilakukan saat seseorang sudah
dewasa, di mana prosesnya lebih panjang dan mencakup perubahan pada KTP, paspor, dan
ijazah.
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B. Tindak Lanjut Administrasi Kependudukan

Penetapan dari Pengadilan Negeri menjadi dasar sah secara hukum untuk pergantian
nama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri tempat pemohon. Penduduk (Pemohon) wajib melaporkan penetapan
tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Dukcapil)
paling lambat “30 (tiga puluh) hari” sejak salinan penetapan diterima. Dokumen yang
dilaporkan ke Dukcapil mencakup salinan penetapan pengadilan, kutipan akta catatan sipil,
dan fotokopi KK serta KTP. Selanjutnya, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat “Catatan
Pinggir” pada register akta dan kutipan akta catatan sipil. Catatan ini memuat keterangan
mengenai perubahan nama, dan perubahan identitas tersebut akan direkam dalam database
kependudukan. Dengan proses ini, seseorang secara sah dapat menggunakan nama barunya
dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim (Kasus Nomor 200/Pdt.P/2025/PN Blt)
Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perubahan nama didasarkan pada
tiga hal utama: fakta-fakta yang benar terjadi, alat bukti, peraturan perundang-undangan, dan
keyakinan hakim.

D. Faktor Penyebab dalam Kasus Khusus
Pada Penetapan Nomor 200/ Pdt.P/2025/PN Blt, permohonan diajukan oleh Ali Saiful
Anam dan Ika Setiyowati untuk mengganti nama anak mereka, Hanindhiya Areta Faustine,
menjadi “Hanindhiya Ayu Almahyra”. Alasan utama yang diajukan pemohon dan didukung
oleh keterangan dua orang saksi adalah bahwa anak tersebut “sering sakit-sakitan”.Pergantian
nama ini dilakukan berdasarkan “saran dan permintaan orang tua Pemohon I” dengan
mempertimbangkan “arti nama dan weton”.

E. Dasar Hukum dan Keyakinan Hakim

Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan perubahan nama pada Akta
Kelahiran termasuk salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
Landasan yuridis utama yang digunakan adalah “Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006” (yang telah diubah oleh UU No. 24 Tahun 2013) yang menyatakan bahwa
pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan “penetapan Pengadilan Negeri”.
Hakim mencermati fakta yang didukung oleh keterangan saksi, yang memberikan keyakinan
bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan memiliki alasan hukum yang cukup dan
tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma yang hidup di masyarakat.
Karena dalil permohonan terbukti dan didukung oleh alat bukti surat serta keterangan saksi
yang sah, hakim memutuskan untuk “mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya”.
Putusan ini dikategorikan sebagai penetapan (jurisdiction valuntaria) dan termasuk dalam jenis
putusan “declaratoir”, yang menetapkan suatu keadaan yang sah menurut hukum kemudian
diperintahkan untuk melapor ke Dukcapil untuk pencatatan perubahan identitas.

Kesimpulan

Prosedur Hukum dan Filosofi di Balik Pergantian Nama Anak Pergantian atau perubahan
nama, terutama pada anak, merupakan “peristiwa penting” yang secara hukum harus melewati proses
formal untuk memastikan nama baru tersebut sah dan berkekuatan hukum. Proses ini melibatkan dua
tahapan utama yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Prosedur ini dimulai dengan “Tahap Pertama”,
yaitu pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri. Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan
di wilayah domisilinya untuk mendapatkan “penetapan hakim”. Penetapan ini nantinya akan menjadi
syarat utama bagi pemohon untuk melanjutkan proses administrasi kependudukan.
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Setelah penetapan diperoleh, proses berlanjut ke “Tahap Kedua”, yaitu pencatatan perubahan

nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Perubahan nama wajib dilaporkan
kepada Instansi Pelaksana (Dukcapil) paling lambat “30 (tiga puluh) hari” sejak salinan penetapan
pengadilan diterima. Setelah pencatatan dilakukan, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat “catatan
pinggir” pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan perubahan ini akan direkam
dalam basis data kependudukan.

L

IL.

Faktor Penyebab dan Pertimbangan Keadilan oleh Hakim

Alasan seseorang mengajukan pergantian nama sangat beragam, mulai dari kepercayaan
bahwa nama yang lama menyebabkan anak “sering sakit-sakitan” atau rewel, nama yang terlalu
panjang atau pendek, hingga adanya **kesalahan pengetikan** nama pada akta kelahiran yang
berbeda dengan dokumen lain (seperti ijazah, KTP, atau KK). Sebagai contoh nyata, dalam
“Penetapan Pengadilan Nomor 200/ Pdt.P/2025/PN Blt”, penggantian nama anak dari Hanindhiya
Areta Faustine menjadi Hanindhiya Ayu Almahyra dilakukan karena anak tersebut “sering sakit-
sakitan”. Hal ini didasarkan pada “saran dari orang tua Pemohon” yang mempertimbangkan “arti
nama dan jumlah weton”

alam menjatuhkan putusan, hakim bertindak dengan kebebasan yang mandiri namun didasari
oleh rasa keadilan[cite: 141, 142]. [cite_start] Pertimbangan hakim didasarkan pada **fakta hukum
yang terungkap di persidangan**, yang meliputi alat bukti surat, keterangan pemohon, dan
keterangan saksi-saksi[cite: 135, 143, 202]. [cite_start] Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan
memahami **nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Suatu
pertimbangan hukum dianggap cukup jika memenubhi tiga syarat minimal:
1. Didasarkan pada “hukum dan perundang-undangan” (aspek yuridis)
2. Didasarkan untuk mewujudkan “keadilan” (aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius).
3. Berdasar untuk mewujudkan “kemaslahatan” (melihat maslahat dan mudarat).

Dalam kasus 200/Pdt.P/2025/PN Blt, permohonan dikabulkan karena dinilai beralasan dan
berdasar hukum, serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma yang berlaku di
masyarakat. Putusan ini merupakan “Penetapan (jurisdiction valuntaria)”, yang bersifat declaratoir
(menyatakan suatu keadaan sah menurut hukum), karena tidak ada lawan hukum dalam perkara
ini.

Akibat Hukum dan Administrasi

Meskipun terjadi perubahan nama, “hak dan kewajiban” orang tersebut “tetap sama”, karena
orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang
baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran adalah penyesuaian pada beberapa
bukti otentik, seperti “akta kelahiran” dan “nama di dalam Kartu Keluarga (KK)” yang
bersangkutan. Jika perubahan nama dilakukan saat “seseorang sudah dewasa”, prosesnya menjadi
lebih panjang. [cite_start]Perubahan harus dilakukan terhadap akta kelahiran, Kartu Keluarga,
“KTP, Paspor, ljazah sekolah” sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya. Sementara,
penggantian nama yang dilakukan pada saat anak masih kecil “tidak berdampak besar” karena
perubahan akan diikuti pada dokumen administrasi kependudukan lainnya.
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